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Nikah siri merupakan perkawinan yang tidak tercatat, berangkat dari
permasalahan adanya penolakan pernikahan yang disebabkan karena para pihak
sudah melakukan pernikahan siri yang bertujuan untuk mengetahui praktik
penolakan, alasan dan dasar hukum serta tindakan para pihak setelah
pernikahannya ditolak oleh PPN KUA Kecamatan Daha Selatan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan
pendekatan deskriptif kualitatif yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis
keadaan saat ini, fenomena, peristiwa aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi
serta pemikiran. Penelitian dilakukan di KUA Kecamatan Daha Selatan. Dalam
pengumpulan datanya dengan wawancara dan dokumentasi. Adapun subjek
penelitian ini ialah kepala KUA yang pernah menjabat, PPN KUA di Kecamatan
Daha Selatan serta salah satu dari para pihak yang demikian disebut sebagai
informan. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang
kemudian di analisis dengan analisis kualitatif.

Berdasarkan pada penolakan pernikahan ini dengan diberikannya surat
pemberitahuan penolakan pernikahan yang berupa N9 oleh pihak KUA
Kecamatan Daha Selatan dan surat tersebutlah yang dibawa para pihak ke
Pengadilan Agama. Pengadilan Agama tidak mau mengisbatkan dengan dalih
kalau itsbat nikah maka mempermudah masyarakat untuk melakukan pernikahan
di bawah tangan dengan dasar hukum bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam
Pasal 7 ayat (3) point e yang berbunyi “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka
yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974”. Para pihak juga telah melakukan kekeliruan yang mana melakukan
pernikahan dibawah tangan dan tidak menaati hukum yang berlaku.





